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IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT
DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target nasional
penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan
dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting
2018-2024 dan wupaya percepatan perbaikan  gizi
sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

b. bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak
terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga dapat
menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat
dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;

c. bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi dan
edukasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya
melalui komunikasi perubahan perilaku sebagai salah
satu upaya pencegahan Stunting;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi
Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam
Upaya Pencegahan Stunting,.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

Inde g-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025;

gt;lrjlndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

lang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012
Sistem Kesehatan Nasional;

11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten_tang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting;

13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

tentang

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014
tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkem%a.ngan dan
Gangguan Tumbuh Kembang Anak;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

19, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

20. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Qacrah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Perubal_lan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang
Bedagm Npmor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan
Kabupaten Serdang Bedagai;

21, uran Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun

entang Peran Desa Dalam Konver i
t . ; ensi
han Stunting Terintegrasi; 8
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(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan menggunakan format laporan komunikasi perubahan

perilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berjenjang.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Komunikasi perubahan Perilaku bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada-tanggal 10 Mot 2022
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Diundangkan di Sei Rampah
padatanggs Maxt 2032
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